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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Semakin pesatnya perkembangan teknologi, membuat semua hal dapat 
dilakukan dengan mudah. Salah satu kemudahan yang dapat dilakukan adalah 
kemudahan dalam mencari informasi terkait lapangan pekerjaan.  Namun 
disamping kemudahan yang ada, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi. 
Perkembangan teknologi membuat para pencari kerja harus lebih membuka 
diri untuk menerima perubahan yang terjadi akibat kemajuan perkembangan 
tersebut. Termasuk membuka diri untuk lebih menyadari bahwa kualitas 
manusia untuk bersaing khususnya di dunia kerja harus selalu ditingkatkan, 
karena sistem kerja yang digunakan akan selalu berkembang seiring 
perkembangan teknologi. 
Selain itu, setiap pekerjaan yang ada tentunya memiliki kualifikasi 
tersendiri untuk merekrut para pegawainya demi mendapatkan pegawai yang 
berkualitas. Untuk mempersiapkan diri menjadi pegawai yang berkualitas, 
mahasiswa dituntut untuk meningkatkan kemampuan baik dalam bidang 
akademik maupun non akademik. Kemampuan akademik antara lain terkait 
dengan pengetahuan mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang ditekuni, 
sementara kemampuan di bidang non akademik seperti softskill yang terkait 





Salah satu program yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi Universitsas 
Negeri Jakarta yang dapat menunjang mahasiswa untuk meningkatkan 
kemampuan akademik dan non akademik adalah Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Dengan adanya PKL, mahasiswa didorong untuk dapat 
mengembangkan kemampuannya untuk bersosialisasi, berkomunikasi 
dengan karyawan serta memPraktikan langsung ilmu yang telah didapatkan 
di perkuliahan. Diakhir masa PKL, mahasiswa juga harus membuat laporan 
PKL yang berisi laporan terkait kegiatan yang dilakukan selama PKL.  
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud PKL 
Adapun maksud dari pelaksanaan PKL yaitu: 
a. Mempelajari ilmu akuntansi yang diterapkan secara langsung di 
perusahaan. 
b. Mencari pengalaman terkait dengan bagaimana bekerja di 
perusahaan. 
c. Mempelajari sikap tanggung jawab, disiplin dan bersosialisasi di 
lingkungan pekerjaan. 
2. Tujuan 
Tujuan dari pelaksanaan PKL yaitu: 
a. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai 





b. Memperoleh pengalaman bekerja dari pelaksanaan praktik kerja 
yang dilakukan sesuai dengan latar belakang bidang studi Praktikan 
yaitu akuntansi. 
c. Meningkatkan sikap disiplin dan tanggung jawab Praktikan.  
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Kegiatan PKL yang telah dilaksanakan oleh Praktikan tentunya sangat 
memberikan kegunaan, baik itu untuk Praktikan sendiri, Unit Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Matraman, dan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
1. Bagi Praktikan 
Berikut kegunaan yang diperoleh Praktikan setelah melakukan PKL: 
a. Mengetahui pengaplikasian ilmu yang didapat selama perkuliahan 
dengan mengimplementasikannya secara langsung. 
b. Meningkatkan wawasan, kreativitas serta keterampilan Praktikan. 
c. Melatih rasa tanggung jawab dan disiplin mahasiswa dalam bekerja. 
d. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya dibidang 
perpajakan, sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan 
lapangan kerja. 
2. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Matraman 
Berikut kegunaan yang diperoleh oleh UPPRD Matraman atas 
kegiatan PKL: 
a. Adanya mahasiswa yang melakukan PKL dapat membantu 





b. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang 
akan memasuki dunia kerja. 
c. Untuk lebih menjalin hubungan yang baik antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan UPPRD Matraman. 
3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Berikut kegunaan yang diperoleh oleh Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta atas kegiatan PKL:  
a. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. 
b. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang 
terkait, khususnya dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta agar menghasilkan 
lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau 
instansi. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL di instansi pemerintah yang bergerak di 
bidang perpajakan yaitu pada UPPRD Matraman. Berikut ini merupakan 
informasi data perusahaan tempat pelaksanaan PKL: 
nama perusahaan  : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
        Matraman  





Jl. Balai Rakyat, Utan Kayu Selatan,    
Matraman,  Jakarta Timur  13120 
telepon    : 021-85914852 
faximile    : 021-85914852 
e-mail    : uppdmatraman@gmail.com 
website    : http://bprd.jakarta.go.id/ 
Alasan Praktikan memilih UPPRD Matraman sebagai tempat PKL yaitu: 
1. Lokasi tempat PKL yang jaraknya berdekatan dengan tempat tinggal. 
2. Praktikan  ingin mengetahui pengaplikasian ilmu perpajakan yang 
dilakukan di UPPRD Matraman. 
3. Praktikan ingin mengetahui sistem yang digunakan untuk mengolah data 
setiap wajib pajak di UPPRD Matraman. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh Praktikan mengacu kepada 
pedoman pelaksanaan PKL Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
dimulai dari tanggal 09 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 04 September 
2018. Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL. 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan awal, Praktikan terlebih dahulu mencari 
informasi perusahaan yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal. 
Setelah itu, Praktikan kembali mengumpulkan kontak setiap perusahaan 
yang dapat dihubungi untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut 





yang telah Praktikan hubungi adalah PT Takaful Indonesia. Setelah 
dihubungi, ternyata perusahaan tersebut tidak membuka lowongan untuk 
melaksanakan PKL. Akhirnya Praktikan kembali mendapatkan informasi 
dari teman angkatan yang pernah melaksanakan PKL di UPPRD cabang 
Tebet. Dari informasi tersebut, pratktikan mengumpulkan informasi 
bagaimana cara mengajukan PKL di UPPRD dengan cabang yang 
berbeda, yaitu cabang Matraman karena lokasi tempat tinggal Praktikan 
lebih dekat dengan UPPRD Matraman.  
Untuk memastikan apakah UPPRD Matraman membuka lowongan 
atau tidak untuk mahasiswa PKL, Praktikan mendatangi langsung Badan 
Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta yang merupakan kantor 
pusat dari UPPRD. BPRD menginfokan bahwa terdapat lowongan untuk 
mahasiswa melaksanakan PKL di UPPRD Matraman. Praktikan diminta 
untuk menyiapkan berkas berupa Surat Permohonan Magang dari 
Universitas.   
Praktikan  mengajukan surat permohonan pelaksanaan PKL ke Biro 
Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) 
yang ditujukan untuk BPRD. Setelah surat permohonan dibuat, 
kemudian Praktikan langsung memberikan surat permohonan PKL ke 
BPRD. Praktikan harus menunggu sekitar  satu minggu agar surat 
tersebut jadi. Setelah satu minggu, Praktikan kembali lagi ke BPRD 
untuk mengambil surat yang akan diberikan ke UPPRD Matraman. 





UPPRD Matraman yang diserahkan ke Kasubag TU. Surat pun diterima 
dan minggu selanjutnya Praktikan sudah bisa langsung melaksanakan 
PKL. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di UPPRD Matraman dengan masa kerja 
mulai tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan 04 September 2018 (40 hari 
kerja). Praktikan melaksanakan PKL setiap hari kerja, pada hari Senin 
sampai Jumat jam kerja pukul 07:30-16:00, dan jam istirahat pukul 
12:00-13:00. Dalam pelaksanaan PKL, Praktikan mengikuti peraturan 
yang diberlakukan di UPPRD Matraman dengan mengenakan pakaian 
kemeja putih dan rok bahan bewarna hitam untuk hari Senin, Selasa, 
Rabu, dan Jumat. Sementara hari Kamis menggunakan baju batik dengan 
bawahan rok hitam.  
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan mulai menyusun laporan pada seminggu sebelum kegiatan 
PKL berakhir, yaitu pada akhir bulan Agustus. Hal ini dilakukan 
Praktikan untuk memudahkan mendapatkan data yang diperlukan 
sebagai bukti telah melakukan PKL. Pengumpulan data yang diperlukan 
untuk penyusunan laporan, Praktikan lakukan sejak menjalankan 








TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD)  
1. Sejarah Umum 
Pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan 
Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI 
Jakarta. Perubahan yang dilakukan membuat Dinas Pelayanan Pajak 
Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali 
menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan 
pelayanan pajak daerah, sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, 
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta.  
Pada akhirnya, Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan 
fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), agar 
organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi 
daerah. Selain perubahan yang terjadi pada tugas, Pokok dan Fungsi 





juga terjadi semenjak 2017 yang sebelumnya dikenal dengan Unit 
Pelayanan Pajak Daerah atau UPPD selaku unit pelaksanan teknis BPRD 
dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah, 
berubah menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD). 
UPPRD akan melaksanakan pelayanan jenis pajak yang sebelumnya 
dilakukan oleh UPPD yaitu Pajak PBB-P2, BPHTB, Reklame, dan Pajak 
Air Bawah Tanah (PABT) ditambah dengan pelayanan pendaftaran 
hingga pelaporan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak 
Hiburan, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). 
 
2. Visi dan Misi 
Visi dan Misi yang dimiliki oleh UPPRD Matraman mengacu pada 
visi dan misi yang dimiliki oleh BPRD DKI Jakarta selaku Kantor Pusat. 
Visi dan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:  
a. Visi  
BPRD DKI Jakarta memiliki visi yaitu pelayanan yang profesional 
dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. 
b. Misi  
BPRD DKI Jakarta memiliki misi yaitu: 
1. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif. 
2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan 
melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta 





3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan 
pelayanan pajak daerah. 
4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana 
perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan 
anggaran dan program dinas. 
5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan pelayanan pajak daerah. 
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. 
 
B. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
(UPPRD) Matraman 
Struktur Organisasi yang digunakan pada UPPRD Matraman serupa 
dengan Struktur Organisasi yang digunakan oleh seluruh UPPRD. 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 297 Tahun 2016 Pasal 3, UPPRD merupakan Unit Pelaksanan Teknis  
BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah. 
UPPRD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 297 Tahun 2016 Pasal 3. 
Gambar II.1 dibawah ini merupakan struktur organisasi dari UPPRD 







Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
    Sumber : http://bprd.jakarta.go.id/struktur-organisasi/, diakses pada 
tanggal 15 Desember 2018 
 
Struktur organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tertuang 
pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 5 sampai Pasal 10. Berikut ini penjelasan 
tentang pelaksanaan tugas dan fungsi bagian didalam struktur Unit Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah Matraman: 
a. Kepala Unit 
Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas:  
1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 
UPPRD. 
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan 
Pelaksana, dan Subkelompok Jabatan Fungsional. 
 














3. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD 
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan 
tugas dari fungsi UPPRD. 
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi UPPRD. 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
3. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran UPPRD.  
4. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.  
5. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD.  
6. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang 
UPPRD. 
7. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan 
UPPRD. 





9. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, 
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada 
UPPRD. 
10. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan 
kenyamanan kantor UPPRD. 
11. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD.  
12. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan 
kelurahan sesuai lingkup wilayahnya. 
13. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan 
kegiatan serta akuntabilitas UPPRD. 
14. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub 
bagian Tata usaha.  
c. Satuan Pelaksana Pelayanan 
Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut: 
1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
3. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
4. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah. 
5. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan 





6. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan 
pembayaran pajak daerah. 
7. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data 
pajak daerah. 
8. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang.  
9. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi 
peneng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang 
dipersamakan. 
10. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/ 
bon dan dokumen lain yang dipersamakan. 
11. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD 
dan NOPD. 
12. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keternangan Pajak 
Daerah. 
13. Menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat 
ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk 
salinannya. 
14. Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, 
pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah.  
15. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Satuan Pelaksana Pelayanan.  





Satuan Pelaksana Pendataan dan Pelaksanaan mempunyai fungi sebagai 
berikut: 
1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
3. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
4. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan 
pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah. 
5. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona 
Nilai Tanah. 
6. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan 
pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, 
penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah.  
7. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan 
pendaftaran atau penutupan subjek dan'objek pajak daerah.  
8. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi 
terkait. 
9. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Satuan Pelaksana Pendataan. 
e. Satuan Pelaksana Penagihan 





1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
3. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
4. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan.  
5. Melakukan verifikasi dan pembayaran dari pelaporan pajak daerah.  
6. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat 
Tagihan Pajak Daerah (STPD). 
7. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak.  
8. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah.  
9. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, 
pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan. 
10. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, 
pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
  pajak daerah sesuai dengan kewenangannya. 
11. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 








C. Kegiatan Umum Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) 
Matraman 
Kegiatan umum yang dilaksanakan pada UPPRD Matraman serupa 
dengan kegiatan umum yang dilaksanakan oleh seluruh UPPRD. Berdasarkan 
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 
Tahun 2016 Pasal 4 dijelaskan bahwa UPPRD mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah 
sesuai kewenangannya. Kewenangan yang dimaksud diatur dengan 
keputusan Kepala BPRD. Untuk melaksanakan tugasnya, UPPRD 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD. 
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD. 
3. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD. 
4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak 
daerah. 
5. Pendataan retribusi daerah. 
6. Pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak 
daerah. 
7. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak 
Daerah. 
8. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah. 





10. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup 
Kecamatan. 
11. Penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada 
lingkup Kecamatan. 
12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD. 
13. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD. 





















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan PKL di UPPRD Matraman, Praktikan 
ditempatkan di Satuan Pelaksana Penagihan dan Satuan Pelaksana Pendataan 
dan Penilaian. Satuan Pelaksana Penagihan merupakan Satuan Kerja lini 
UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah. 
Satuan Pelaksana Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan 
Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Unit. Kepala Satuan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh 
Kepala Badan atas usul Kepala Unit. Sementara Satuan Pelaksana Pendataan 
dan Penilaian merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam pelaksanaan 
kegiatan pendataan berupa verifikasi langsung ke lapangan mengenai 
kebenaran data yang diberikan oleh Wajib Pajak dan tugas lainnya yang 
berkaian dengan Pendataan dan Penilaian. Satuan Pelaksana Penilaian dan 
Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Kepala 
Satuan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul 
Kepala Unit Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan kerja staf dalam 





Selama melaksanakan PKL, Praktikan dibimbing oleh dua orang 
pembimbing yang berasal dari masing-masing Satuan Pelaksana. Pada Satuan 
Pelaksana Penagihan, Praktikan dimbimbing oleh Bu Mona Forty 
Hutahahean selaku Staff dari Satuan Pelaksana Penagihan. Sementara pada 
Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian, Praktikan dibimbing oleh Pak 
Alfian Surya Pratama selaku Staff dari Satuan Pelaksana Pendataan dan 
Penilaian. 
Di bawah ini adalah tugas-tugas yang diberikan kepada Praktikan selama 
menjalani kegiatan PKL di UPPRD Matraman: 
1. Satuan Pelaksana Penagihan 
Berikut beberapa tugas yang diberikan oleh Satuan Pelaksana 
Penagihan kepada Praktikan: 
a. Menghitung besaran pengurangan PBB P2 Wajib Pajak yang 
menggunakan persyaratan Surat keterangan Pensiun PNS/TNI dan 
veteran. 
b. Menghitung pengurangan PBB P2 Wajib Pajak yang menggunakan 
persyaratan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). 
c. Membuat surat teguran untuk Wajib Pajak yang belum membayar 
PBB. 
d. Melakukan Pengarsipan Berkas SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak 







2. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian 
Berikut beberapa tugas yang diberikan oleh Satuan Pelaksana 
Penagihan kepada Praktikan: 
a. Membuat LHP (Laporan Hasil Penelitian) mutasi balik nama. 
b. Membuat LHP Pengurangan PBB P2. 
 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di UPPRD Matraman, 
Praktikan terlebih dahulu mencari informasi mengenai UPPRD Matraman 
dan BPRD DKI Jakarta dengan mengunjungi website BPRD DKI Jakarta, 
serta bertanya kepada teman Praktikan yang pernah melakukan PKL di 
UPPRD Tebet. Hal ini dilakukan agar pada saat praktiknya, Praktikan sudah 
mengetahui jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan di UPPRD Matraman.  
Berikut rincian tugas beserta tata cara Pelaksanaannya yang diberikan 
kepada Praktikan selama melakukan kegiatan PKL di UPPRD Matraman 
sesuai dengan Satuan Pelaksana masing masing.  
1. Satuan Pelaksana Penagihan 
Berikut ini tugas yang diberikan kepada Praktikan selama berada di 
Satuan Pelaksana Penagihan: 
a. Menghitung pengurangan PBB P2 Wajib Pajak yang 
menggunakan Surat keterangan Pensiun PNS /TNI dan veteran. 
PBB P2 merupakan kepanjangan dari Pajak Bumi dan 





dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau 
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
Pengurangan besarnya PBB P2 terutang merupakan hak Wajib 
Pajak. Pada dasarnya pengurangan PBB P2 dapat diberikan ketika 
besarnya ketetapan PBB P2 yang diterima Wajib Pajak atas objek 
pajaknya telah sesuai, namun Wajib Pajak merasa tidak mampu 
membayar utang pajak tersebut. Artinya, luas tanah dan bangunan 
serta nilai jual objek pajak (NJOP) per M2 objek pajak (klasifikasi 
tanah dan bangunan) sudah sesuai kondisi lapangan. Namun atas 
besarnya ketetapan yang ditetapkan fiskus (kepala daerah), Wajib 
Pajak merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk 
membayar besarnya PBB P2 terutang. Atas kondisi tersebut, Wajib 
Pajak dapat mengajukan pengurangan atas besarnya PBB P2 
terutang. 
Keputusan pemberian pengurangan merupakan kewenangan 
fiskus. Besarnya pengurangan PBB P2 yang diberikan ditentukan 
berdasarkan pertimbangan subjektif dari fiskus dengan 





subjek pajak. Pasal 107 ayat (3) UU Nomor 28 tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mengatur bahwa 
pemberian pengurangan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 
Dalam peraturan kepala daerah paling tidak mengatur tentang apa 
yang dapat diberikan pengurangan dan besarnya pengurangan paling 
tinggi yang dapat diberikan, serta tata cara pengajuan dan 
penyelesaian pengurangan. 
Dalam menghitung pengurangan PBB untuk Wajib Pajak yang 
mengajukan pengurangan menggunakan keterangan pensiun 
PNS/TNI danVeteran, berikut langkah-langkah perhitungannya: 
1. Membuat Lembar Penelitian Pengurangan PBB Menggunakan 
SIMPBBWEB. 
Membuat lembar penelitian pengurangan PBB P2 
merupakan langkah awal untuk menghitung jumlah 
pengurangan PBB yang akan diberikan kepada Wajib Pajak atas 
permohonan yang telah mereka ajukan. Dalam proses ini, 
Praktikan menggunakan SIMPBBWEB. SIMPBBWEB adalah 
kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan 
Bangunan Web. SIMPBBWEB merupakan sistem yang 
mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administrasi PBB 
untuk mengolah informasi data objek dan subjek pajak, sejak 
pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, 





Modul (atau lebih dikenal dengan menu) SIMPBBWEB 
terdiri dari: 
a) Modul Pendataan dan Penilaian 
b) Modul Penetapan 
c) Modul Pembayaran dan Penagihan 
d) Modul Keberatan dan Pengurangan 
e) Modul Restitusi dan Kompensasi 
f) Modul Pelayanan 
g) Modul Referensi 
Lembar penelitian pengurangan PBB P2 berisi analisis dari 
kelengkapan berkas yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagai 
syarat pengurangan PBB P2. Tujuannya untuk mengetahui 
apakah berkas yang diberikan oleh Wajib Pajak sudah lengkap 
atau belum. Jika ada berkas yang kurang, maka pengurangan 
PBB P2 tidak dapat diproses. Berikut tata cara Pelaksanaannya:  
a) Pertama Praktikan diberikan sejumlah dokumen pendukung 
yang telah diverifikasi datanya melalui cek verifikasi 
lapangan oleh Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian. 
b) Kemudian Praktikan membuka portal SIMPBBWEB dan 







c) Praktikan membuka menu Pelayanan > pengurangan > 
penelitian persyaratan pengurangan. 
d) Selanjutnya klik rekam agar seluruh data yang akan diinput 
dapat direkam oleh sistem. 
e) Pada kolom nomor peraturan, diisi nomor peraturan sesuai 
dengan jenis pengurangan yang diajukan. Untuk 
pengurangan yang menggunakan keterangan Pensiun 
veteran/PNS/TNI menggunakan nomor peraturan 4, 
sementara untuk Wajib Pajak yang mengajukan 
pengurangan menggunakan SKTM menggunakan nomor 
peraturan 1. 
f) Selanjutnya ada poin yang harus checklist berdasarkan jenis 
Wajib Pajaknya. Terdapat 13 poin. Poin diisi berdasarkan 
kelengkapan berkas yang telah dilengkapi oleh Wajib 
Pajaknya. 
Berikut keterangan checklist poin persyaratan PBB 
P2 yang harus diklik berdasarkan kelengkapan berkas yang 
diajukan dan berdasarkan jenis pengurangan.  
(1) Permohonan dibuat secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia yang disertai dengan alasan dan 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa. 






(3) Identitas Wajib Pajak/ KTP identitas pemilik/direksi 
atau yang dikuasakan. 
(4) Nomor Objek Pajak (NOP). 
(5) Alamat Objek Pajak. 
(6) Fotokopi Akta Pendirian/perubahan. 
(7) Tahun PBB terutang tahun. 
(8) Persyaratan Permohonan Pokok/Penghapusan Sanksi 
Administrasi piutang PBB P2 yang dilampirkan. 
(9) Fotokopi identitas diri/ KTP Wajib Pajak. 
(10) Besaran pemberian pengurangan pokok piutang PBB 
P2. 
(11) Besaran pemberian penghapusan sanksi administrasi 
piutang PBB P2. 
(12) Besaran pemberian pengenaan PBB P2. 
(13) Besaran pemberian pembebasan PBB P2. 
Setelah itu, Praktikan memberi checklist sesuai 
dengan dokumen yang dilampirkan. 
(1) Untuk veteran, diisi poin nomor 1,3,4,5,8 dan 13. 
pada poin 13 diisi 75% untuk pengurangan Wajib 
Pajak veteran. 
(2) Untuk PNS diisi poin nomor 1,3,6,8 dan 13. pada poin 






(3) Untuk TNI, poin yang diisi adalah poin 1.3.6.7.8.13. 
(4) Untuk SKTM, poin yang diisi nomor 1,3,4.5,7,8,9. 
untuk poin 10 diisi 50%. 
g) Setelah semua poin diisi sesuai dengan jenis Wajib Pajak, 
klik enter dan isi NIP peneliti serta tanggal penelitian hari 
ini. 
h) Terakhir data disimpan dan dicetak, kemudian disatukan 
dengan berkas sebelumnya. Dokumen yang sudah dicetak 
menjadi dasar untuk membuat kertas kerja perhitungan 
pengurangan PBB. 
2. Membuat Kertas Kerja Perhitungan Pengurangan PBB 
Menggunakan SIMPBBWEB. 
Setelah membuat laporan lembar penelitian, langkah 
selanjutnya adalah membuat kertas kerja perhitungan. Tujuan 
pembuatan kertas kerja perhitungan pengurangan PBB P2 yaitu 
untuk menghitung besaran pengurangan yang akan diberikan 
kepada Wajib Pajak, dengan menganalisis beberapa hal sesuai 
dengan keadaaan sebenarnya dari Wajib Pajak yang didasari 
pada berkas yang telah diberikan oleh Wajib Pajak serta LHP 
Pengurangan PBB P2 yang berasal dari Satuan Pelaksana 






a) Praktikan membuka menu Pelayanan > pengurangan > 
kertas kerja perhitungan. 
b) Sama seperti cara kerja sebelumnya, setiap Praktikan akan 
mengolah data, harus klik rekam terlebih dahulu agar 
semua data yang dimasukan dapat terekam oleh sistem. 
c) Setelah rekam, Praktikan mengisi nomor Pelayanan, 
mengisi NOP yang tercantum pada berkas masing masing 
Wajib Pajak, kemudian tekan enter. 
d) Pada kolom golongan, Praktikan mengisi golongan dengan 
golongan terakhir yang dijabat oleh Wajib Pajak tersebut.  
e) Untuk Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan 
menggunakan pensiun veteran, pengurangan yang 
diberikan sesuai dengan ketetapan sebanyak 75% sehingga 
total hasil penjumlahan yang didapatkan harus sebesar 75% 
dari piutang PBB P2. Sementara untuk Wajib Pajak PNS 
dan TNI, untuk mendapatkan persenan pengurangan yang 
diberikan, Praktikan harus memasukan berbagai data yang 
diminta sesuai dengan ketentuan yang ada pada sistem. Ada 
beberapa poin yang harus diisi, dan setiap poin 
menyumbang persen pengurangan yang akan didapat oleh 
Wajib Pajak.  Beberapa poin yang harus diisi yaitu: 
(1) golongan 





(3) ada/tidaknya tanggungan  
(4) sakit/tidak 
(5) ada/tidak kenaikan PBB 
Setelah mengisi semua data sesuai dengan berkas 
yang diberikan, akan didapat persen pengurangan yang 
nantinya menjadi perhitungan untuk pengurangan PBB. 
f) Setelah itu diisi tanggal penelitian sesuai dengan tanggal 
pada saat mengerjakan laporan, mengisi NIP Kepala 
UPPRD, NIP Peneliti dan NIP Kepala Sie. 
g) Terakhir data disimpan dan dicetak, serta digabungkan ke 
dalam berkas. Dokumen yang sudah dicetak akan 
diserahkan kepada Kepala Satuan Pelaksana Penagihan 
untuk mendapat persetujuan (tanda tangan). Jika sudah 
mendapat persetujuan, dokumen ini akan diserahkan 
kembali ke Praktikan untuk dibuatkan Laporan Hasil 
Penelitian Lapangan Pengurangan PBB. Namun jika tidak 
mendapatkan persetujuan, laporan tetap akan diserahkan ke 
Praktikan untuk direvisi.  
3. Membuat Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB 
Menggunakan SIMPBBWEB 
Setelah mendapat besaran pengurangan PBB P2 yang akan 
diberikan kepada Wajib Pajak, langkah selanjutnya adalah 





merupakan laporan akhir dari hasil pengurangan PBB P2. 
Tujuannya adalah untuk membuat SK atau Surat Ketetapan 
yang nantinya akan diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 
dokumen syarat yang harus ditunjukkan kepada bank agar 
nantinya Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya sesuai 
dengan jumlah yang telah dikenakan persenan pengurangan. 
Berikut tata cara Pelaksanaannya:  
a) Pertama Praktikan membuka website SIMPBBWEB 
kemudian membuka menu Pelayanan > pengurangan > 
Laporan hasil penelitian lapangan. 
b) Setelah itu klik rekam.  
c) Praktikan mengisi nomor Pelayanan yang ada pada berkas 
yang diberikan.  
d) Kemudian enter sampai keluar angka NOP. 
e) Setelah itu Praktikan mengisi jenis pembebasan seseuai 
dengan berkas yang ada. Jenis pembebasan dengan kode 07 
untuk pensiunan, 01 untuk pejuang kemerdekaan dan 02 
untuk pembela kemerdekaan. Setelah itu klik enter sampai 
seluruh data yang ada muncul. Kemudian klik simpan.  
f) Pada menu data Wajib Pajak, Praktikan mengisi nomor 
surat perintah tugas dengan nomor 3984/-082.7 diisi juga 





g) Pada menu data tunggakan, klik tampilkan agar muncul 
data tunggakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, dan klik 
simpan.  
h) Pada menu lampiran, kesimpulan dan usul, Praktikan 
mengisi nomor kode usul sesuai dengan jenis Wajib Pajak 
yang dihitung tunggakannya. kode 1 adalah diterima 
sebagian untuk pensiun PNS, sementara kode 0 adalah 
diterima seluruhnya untuk veteran. 
i) Selanjutnya pada menu petugas, isi NIP peneliti, NIP 
kepala satpel dan NIP Kepala UPPRD. 
j) Kemudian pada menu Cetak SK, isi No. SK yang 
sebelumnya diminta ke Tata Usaha beserta dengan tanggal 
SK nya. kemudian klik enter. 
k) Terakhir klik simpan dan klik Proses agar seluruh data 
tersimpan dalam sistem. Kemudian klik cetak. Dokumen 
akan otomatis tercetak sebanyak dua lembar, dimana 
lembar pertama akan diserahkan ke Wajib Pajak dan lembar 
kedua menjadi arsip bagi UPPRD Matraman.  
Dokumen terkait dengan tugas ini, Praktikan sajikan pada 







b. Menghitung Pengurangan PBB P2 Wajib Pajak yang 
Menggunakan SKTM 
Perhitungan besaran pengurangan piutang PBB P2 bagi Wajib 
Pajak yang menggunakan dokumen surat keterangan tidak mampu 
(SKTM) memiliki cara perhitungan yang berbeda, namun untuk 
langkah kedua dari perhitungan ini sama dengan langkah pertama 
pada perhitungan pengurangan PBB P2 untuk Wajib Pajak yang 
mengajukan pengurangan menggunakan persyaratan pensiun 
PNS/TNI dan veteran. Untuk perhitungannya, terdapat tiga langkah: 
1) Membuat Tanda Terima SKTM Menggunakan SIMPBBWEB 
Langkah pertama dalam menghitung pengurangan adalah 
membuat tanda terima SKTM. Berikut tata cara pembuatannya: 
a) Langkah pertama, Praktikan membuka portal 
SIMPBBWEB. 
b) Kemudian memilih menu penetapan>tanda terima  
SPPT/SKP/STP. 
c) Pada kolom jenis, Praktikan mengisi dengan kode 0 untuk 
SKTM. 
d) Kemudian Praktikan mengisi NOP dan tahun, maka data 







e) Setelah itu Praktikan mengisi tanggal terima yang terdapat 
di lembar surat permohonan yang ada didalam berkas. 
f) Terakhir Praktikan mengisi nama penerima yang ada di 
lembar surat permohonan, dan simpan. data akan tersimpan 
di dalam sistem. Tanda terima harus dibuat sebagai dasar 
untuk membuat Lembar Penelitian Pengurangan PBB P2. 
 
2) Membuat Lembar Penelitian Pengurangan PBB P2 
Menggunakan SIMPBBWEB. 
Langkah pembuatan lembar penelitian pengurangan PBB P2 
untuk Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan 
menggunakan SKTM sama dengan pembuatan lembar 
penelitian pengurangan PBB P2 untuk Wajib Pajak yang 
mengajukan pengurangan menggunakan dokumen Pensiun 
PNS/TNI. Perbedaan hanya terdapat pada poin yang akan 
diceklis. Untuk perbedaannya telah dijelaskan pada poin diatas.  
3) Membuat Laporan Penelitian Formal pengurangan PBB 
(SKTM) 
Setelah membuat tanda terima, langkah selanjutnya adalah 
membuat laporan penelitian formal. Berikut tata cara 
Pelaksanaannya:  





b) Kemudian Praktikan membuka softcopy berupa dokumen 
excel yang ada didalam system, dimana telah berisi format 
tata cara pengerjaan dan kolom yang harus diisi datanya. 
c) Terdapat beberapa data yang harus diisi. Seluruh data harus 
diisi dengan benar sesuai dengan dokumen yang terlampir 
sebenar-benarnya. 
d) Setelah itu, seluruh data yang telah diinput otomatis akan 
terbaca dan masuk dalam laporan yang ada pada sheet 
selanjutnya. 
e) Setelah angka presentase pengurangan dirasa sesuai, maka 
laporan dicetak dan akan diperiksa oleh Seluruh Kepala 
Satuan Pelaksana.   
Dokumen terkait dengan tugas ini, Praktikan sajikan pada 
Lampiran 11 dan Lampiran 12. 
 
c. Membuat surat teguran untuk Wajib Pajak yang belum 
membayar PBB. 
Surat teguran untuk Wajib Pajak dibuat untuk memberi 
peringatan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran 
PBB. Surat tersebut dikirimkan secara berkala setiap sebulan sekali 
kepada Wajib Pajak badan yang belum yang belum membayar PBB. 
Untuk mengetahui bagaimana membuat surat teguran tersebut, 





1) Praktikan diberikan dokumen berisi daftar setoran masa objek 
pajak (parkir/hotel/restoran/hiburan) oleh petugas Satuan 
Pelaksana Penagihan.  
2) Selanjutnya Praktikan menganalisa objek pajak yang belum 
membayar PBB sesuai dengan bulan pajak yang diminta. pada 
kali ini Praktikan menganalisa objek pajak yang belum 
membayar PBB sebelum bulan Juli 2018. 
3) Setelah itu, Praktikan mengisi data Wajib Pajak yang belum 
membayar PBB yang nantinya didata kedalam format excel ada. 
data yang diisi berupa nomor surat, tanggal surat, jenis pajak, 
masa pajak, nama WP, alamat WP, dan nomor teguran surat. 
4) Format data yang telah ada otomatis ter mailmerge sehingga 
data secara langsung berubah sesuai dengan format surat yang 
telah ada. 
5) Terakhir, surat siap dicetak dan Praktikan serahkan kepada 
petugas lapangan untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak. 
Dokumen terkait dengan tugas ini, Praktikan sajikan pada 









d. Melakukan Pengarsipan Berkas SPTPD dan SSPD ke dalam 
Kotak Arsip 
SPTPD merupakan kepanjangan dari Surat Pemberitahuan 
Pajak Daerah, sedangkan SSPD merupakan kepanjangan dari Surat 
Setoran Pajak Daerah. Tujuan dari dilakukan pengarsipan SPTPD 
dan SSPD adalah untuk memudahkan dalam mencari berkas jika 
sewaktu-waktu diperlukan dan menyimpan dokumen agar tidak 
hilang. Pengarsipan dilakukan secara manual. Berikut adalah cara 
dalam pengarsipan berkas SPTPD dan SSPD, yaitu: 
1) Praktikan diberikan sejumlah berkas SPTPD dan SSPD yang 
masih tercampur (belum dipisahkan berdasarkan jenis pajak dan 
bulan pajak) oleh petugas Satuan Pelaksana Penagihan. 
2) Berkas yang masih tercampur, dipisahkan sesuai dengan jenis 
pajaknya. Jenis pajak dibedakan menjadi tiga, yakni jenis pajak 
restoran, jenis pajak hotel, dan jenis pajak hiburan.  
3) SPTPD dan SSPD yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenis 
pajak yang tertera, selanjutnya akan dikelompokkan lagi 
berdasarkan nama restoran/ hotel/ tempat hiburan dan 
mengurutkannya sesuai dengan bulan yang paling terkini.  
4) Setelah dikelompokkan, Praktikan memasukan setiap berkas 
yang telah dikelompokkan ke dalam map file sesuai dengan 





berdasarkan warna map, yaitu hitam untuk pajak restoran, hijau 
untuk pajak hotel, dan merah untuk pajak hiburan. 
5) Setelah dikelompokkan, map kembali dimasukan ke rak sesuai 
dengan kategori jenis pajaknya.  
Dokumen terkait dengan tugas ini, Praktikan sajikan pada 
Lampiran 16.  
 
2. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian 
Berikut ini tugas yang diberikan kepada Praktikan selama berada di 
Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian: 
a. Membuat LHP Mutasi Balik Nama 
LHP Mutasi Balik Nama adalah Laporan Hasil Penelitian 
Mutasi Balik Nama. Tujuan pembuatan LHP ini adalah sebagai 
laporan untuk mengidentifikasi Wajib Pajak yang ingin melakukan 
mutasi balik nama seperti mengganti kepemilikan aset kepada pihak 
lain. Nantinya LHP ini akan menjadi pedoman bagi petugas untuk 
melakukan penggantian data pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang) PBB Wajib Pajak tersebut.  
Berikut langkah pembuatan LHP Mutasi Balik Nama dengan 
menggunakan Microsoft Word:  
1) Praktikan diberikan sejumlah berkas yang berisi dokumen yang 
berasal dari Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian. Berkas 





dilakukan oleh petugas di Satuan Pelaksana Pendataan dan 
Penilaian. 
2) Dalam membuat laporan ini, UPPRD telah memiliki format 
tersendiri. Sehingga Praktikan hanya mengganti data sesuai 
format yang telah tersedia. 
3) Terdapat beberapa kolom yang harus diisi narasinya sesuai 
dengan data objek pajak yang ada. Pada kolom nomor 1, diisi 
tanggal disposisi kepala UPPRD Matraman, NOP dan Nama 
Wajib Pajak yang mengajukan mutasi balik nama SPPT PBB. 
4) Pada kolom nomor 2, diisi seluruh jenis dokumen apa saja yang 
terlampir pada berkas tersebut. 
5) Kolom Nomor 3 berisi dasar hukum yang mengatur tentang 
mutase SPPT PBB.  
6) Kolom nomor 4 adalah hasil verifikasi Wajib Pajak. Terdapat 4 
poin pertama berisi NOP Wajib Pajak yang mengajukan 
permohonan Mutasi SPPT PBB. Poin nomor kedua berisi 
keterangan mengenai transaksi jual beli yang terdapat dalam 
akta jual beli rumah dan pengoperan, yang dilakukan oleh pihak 
pertama dan kedua, disertakan nama kedua pihak, luas 
bangunan yang menjadi objek transaksi, harga jual yang 
disepakati kedua belah pihak. Kemudian pada poin ketiga, 
dicantumkan tabel data pembayaran PBB yang berasal dari 





Pajak tidak memiliki tunggakan. Terakhir pada poin keempat, 
terdapat tabel untuk mengisi data SPPT PBB sebelum mutasi 
dan sesudah mutasi. Data yang harus diisi adalah data NOP, 
Nama WP, Alamat OP, Alamat WP, serta luas bumi dan 
bangunan. data sebelum mutasi terdapat di lembar SPPT PBB 
2018, sementara data setelah mutasi terdapat di lembar SPOP. 
7) Terakhir diisi foto objek pajak yang didapat pada saat petugas 
melakukan verifikasi lapangan. Setelah itu, dokumen disimpan 
dan dicetak. Hasil cetakan akan Praktikan serahkan ke salah 
seorang petugas Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian. 
Dokumen terkait dengan tugas ini, Praktikan sajikan pada 
Lampiran 17.  
 
b. Membuat LHP Pengurangan PBB P2 
LHP Pengurangan PBB P2 adalah Laporan Hasil Penelitian 
Lapangan Pengurangan PBB P2. Tujuan pembuatan LHP Pengurangan 
PBB P2 adalah sebagai salah satu pedoman untuk menghitung persenan 
pengurangan PBB P2 Wajib Pajak yang menggunakan dokumen SKTM.  
Berikut langkah langkah dalam pembuatan laporan hasil 






1) Praktikan diberikan sejumlah berkas yang berisi dokumen hasil 
pemeriksaan milik objek pajak yang berasal dari Satuan Pelaksana 
Pelayanan. 
2) Selanjutnya Praktikan diberikan softfile yang berisi format laporan 
yang telah ada untuk dijadikan pedoman membuat laporan. 
3) Dalam membuat laporan, Praktikan harus membuat laporan yang 
sesuai dengan dokumen yang telah diberikan. Pada bagian 
permohonan, dibuat narasi yang berisi nama Wajib Pajak, NOP, 
Nomor Pelayanan dan tanggal dikeluarkannya disposisi. 
4) Selanjutnya Praktikan mengecek dokumen pendukung apa saja yang 
terlampir dan memasukannya kedalam laporan. 
5) Pada hasil verifikasi, terdapat beberapa poin yang harus dilaporkan. 
Praktikan membuat narasi mengenai kondisi rumah Wajib Pajak dan 
alamat Wajib Pajak. Kemudian dijabarkan juga jumlah pengeluaran 
dan pemasukan bulanan Wajib Pajak sesuai dengan surat pernyataan 
rincian pengeluaran dan pemasukan yang terlampir pada berkas. 
Setelah itu rincian mengenai pengeluaran bulanan juga dituliskan 
kedalam laporan berdasarkan jenis pengeluaran dan nominalnya, 
serta mencocokkannya dengan lampiran struk pembayaran tagihan. 
Praktikan juga mencantumkan kondisi kesehatan Wajib Pajak 
berdasarkan dengan dokumen yang telampir. Pada dokumen yang 
Praktikan kerjakan, Wajib Pajak  temasuk Wajib Pajak yang tidak 





dengan dokumen SKTM yang dikeluarkan oleh kelurahan sesuai 
dengan  domisili Wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak yang merupakan 
pensiunan PNS, ditandai dengan dokumen surat keterangan 
pensiunan PNS yang nantinya didalam laporan harus dicanrtumkan 
unit kerja dan golongan Wajib Pajak pada saat dulu masih bekerja.  
6) Setelah itu, Praktikan mendata jumlah permohonan pengurangan 
pajak yang diinginkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan yang tertera 
pada hardcopy. 
7) Laporan hasil pemeriksaan juga disertai dengan foto kondisi rumah 
Wajib Pajak. 
8) Terakhir laporan akan dicetak dan ditanda tangani oleh Kepala 
Satuan Pelaksana Pendataan, Petugas serta Kepala Unit Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah Matraman. Setelah disetujui, laporan 
akan disatukan dengan berkas Wajib Pajak untuk menjadi pedoman 
dalam menghitung besaran pengurangan PBB P2.  
Dokumen terkait dengan tugas ini, Praktikan sajikan pada 
Lampiran 18.  
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
 Dalam melaksanakan tugas yang diberikan selama menjalankan PKL, 






1. Praktikan cukup kesulitan pada saat pertama kali menggunakan 
SIMPBBWEB karena banyaknya menu yang harus digunakan selama 
mengerjakan tugas.   
2. Banyaknya istilah pada UPPRD Matraman yang jarang Praktikan dengar 
sebelumnya. 
3. Peralatan kantor yang terkadang mengalami masalah teknis, seperti 
jaringan internet, komputer, serta mesin printer sehingga menghambat 
pekerjaan Praktikan.  
 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Setelah mengalami berbagai kendala tersebut, Praktikan mencari solusi 
untuk masing masing kendala yang dihadapi. Berikut adalah cara dalam 
mengatasi kendala tersebut:  
1. Mencatat langkah-langkah dari setiap menu yang digunakan dalam 
mengerjakan pekerjaan, sehingga ketika Praktikan lupa, bisa membuka 
catatan tersebut. 
2. Praktikan mencari informasi mengenai istilah yang jarang Praktikan 
dengar dengan bertanya langsung atau mencarinya di internet.  
3. Ketika peralatan kantor tersebut mengalami masalah teknis seperti 
komputer atau internet yang mati, sembari menunggu Praktikan 
melakukan pekerjaan lain yang dapat dikerjakan secara manual seperti 
mengarsip berkas SPTPD dan SSPD, atau mengarsip surat masuk dan 





tugas manual telah selesai, maka Praktikan akan melanjutkan pekerjaan 

















Selama menjalankan kegiatan PKL di UPPRD Matraman selama 40 hari, 
Praktikan mendapatkan pelajaran yang tidak didapatkan dibangku 
perkuliahan seperti pentingnya kedisiplinan yang tinggi, tanggung jawab 
serta belajar beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya. 
Pembelajaran tersebut sangat berguna sebagai bekal untuk menghadapi 
lingkungan dunia kerja. 
Dengan PKL ini, Praktikan memperoleh pengetahuan, wawasan dan 
gambaran mengenai dunia kerja khususnya dalam bidang perpajakan. Selama 
melakukan PKL di UPPRD Matraman, Praktikan dapat memberikan 
kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan yaitu: 
1. Kegiatan PKL memberikan pengetahuan kepada Praktikan mengenai 
adanya Unit yang mengurusi dan memfasilitasi perpajakan daerah ada di 
setiap kecamatan, yaitu UPPRD Matraman.   
2. Kegiatan PKL telah meningkatkan pengetahuan Praktikan tentang ilmu 
akuntansi khusunya ilmu Perpajakan yang tidak didapatkan dibangku 
perkuliahan. Ilmu yang Praktikan dapatkan antara lain yaitu cara 
membuat perhitungan untuk pemberian besaran pengurangan PBB P2 
Wajib Pajak yang menggunakan persyaratan Surat Keterangan Pensiun 





Pajak. Selain itu, Praktikan juga mengetahui cara membuat LHP 
Pengurangan PBB P2 dan LHP Mutasi balik nama.   
3. Kegiatan PKL telah memberikan Praktikan pengalaman bekerja secara 
langsung di Perusahaan. Pengalaman yang Praktikan dapatkan terkait 
dengan pembuatan perhitungan untuk pemberian besaran pengurangan 
PBB P2 Wajib Pajak yang menggunakan persyaratan Surat Keterangan 
Pensiun PNS, TNI, Veteran dan SKTM, serta pembuatan Surat Tagihan 
Pajak. Selain itu, Praktikan juga mendapatkan pengalaman untuk 
membuat LHP Pengurangan PBB P2 dan LHP Mutasi balik nama.  
4. Kegiatan PKL telah membuat Praktikan menjadi lebih disiplin seperti 
datang tepat waktu dan melaksanakan pekerjaan tepat waktu sesuai 
waktu yang telah ditentukan. Selain itu, PKL melatih Praktikan dalam 
menerapkan sikap tanggung jawab terkait dengan pekerjaan yang harus 
diselesaikan oleh Praktikan. Kemampuan Praktikan dalam bersosialisasi 
juga meningkat karena PKL menuntut Praktikan untuk selalu 














1. Bagi Praktikan Selanjutnya 
Adapun saran yang diberikan kepada Praktikan Selanjutnya adalah: 
a. Lebih mempersiapkan diri dari segi akademik maupun non akademik 
agar dapat mendukung pelaksanaan PKL karena semua tugas yang akan 
dilakukan pada pelaksanaan PKL membutuhkan dasar akademik dan 
non akademik yang didapatkan dibangku perkuliahan.  
b. Mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik agar nantinya 
pada saat mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan selama 
PKL akan lebih mudah untuk mencari solusinya dengan bertanya 
kepada petugas yang bersangkutan. Komunikasi juga diperlukan agar 
Praktikan lebih bisa berbaur dengan karyawan lain yang bekerja di 
perusahaan.  
c. Mencari tahu mengenai pengalaman dan kesulitan yang dihadapi senior 
dalam menjalankan PKL agar dapat dijadikan pedoman dalam 
pelaksanakan PKL selanjutnya, sehingga jika terdapat kesalahan yang 
pernah dilakukan sebelumnya tidak terulang kembali.  
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Adapun saran yang diberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta adalah: 
a. Memberikan pengarahan dan panduan kepada mahasiswa sebelum  






b. Fakultas Ekonomi khususnya Prodi S1 Akuntansi meningkatkan 
hubungan kerjasama dengan perusahaan swasta maupun instansi 
pemerintahan agar memudahkan mahasiswa dalam mencari perusahaan 
atau instansi pemerintahan yang dapat menerima mahasiswa PKL. 
3. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Matraman 
Adapun saran yang diberikan kepada UPPRD Matraman adalah: 
a. Berkas yang telah di proses atau diinput diarsipkan dengan baik agar  
memudahkan pegawai jika ingin menggunakanya di kemudian hari 
terutama untuk di Satuan Pelaksana Penagihan. 
b. Perawatan terhadap setiap peralatan yang digunakan secara rutin perlu 
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Lampiran 9  : 





















Lampiran 9  : 













Lampiran 9  : 





















Lampiran 9  : 





















Lampiran 10 :  























































































Lampiran 12 :  






















Lampiran 12 : Cara Membuat Laporan Hasil Penelitian Formal Untuk 




















Lampiran 12 : Cara Membuat Laporan Hasil Penelitian Formal Untuk 





















Lampiran 12 : Cara Membuat Laporan Hasil Penelitian Formal Untuk 





















Lampiran 12 : Cara Membuat Laporan Hasil Penelitian Formal Untuk 





































































































































































































Lampiran 20 : Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
